





1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Environtmental disclosure menurut Deegan et al. (2002) merupakan 
pengungkapan informasi perusahaan yang berhubungan dengan implikasi 
lingkungan dan aktivitas operasi perusahaan. Environmental Disclosure 
merupakan bagian dari pengungkapan Corporate Social Responsibility. 
Pengungkapan CSR dikelompokan menjadi 3 yaitu ekonomi, lingkungan, 
dan sosial. Hal ini berkaitan dengan dampak dari aktivitas perusahaan. 
Dengan adanya environtmental disclosure, perusahaan akan 
mengungkapkan informasi terkait lingkungannya sehingga perusahaan akan 
berkontribusi positif dalam kelangsungan hidup manusia dan lingkungan. 
Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan, 
ketertarikan pemegang saham dan pemangku kepentingan.  
Permasalahan penting tentang lingkungan menjadi perhatian di berbagai 
negara khusunya oleh sebagian perusahaan di Indonesia. Di era saat ini, 
sebagian besar pihak menitikberatkan pekerjaan pada penggunaan teknologi 
yang efisien sehingga terkadang mengabaikan aspek lingkungan. 
Perusahaan yang menjadi sorotan utama dalam kontribusinya terhadap 
lingkungan yaitu kasus pencemaran limbah udara pada PT. Rayon Utama 
Makmur Sukoharjo, selain itu, terjadinya permasalahan IPAL (Instalasi 





Purwakarta, dan terjadinya pencemaran air oleh PT. Energi Agro Nusantara 
di Mojokerto. Situasi ini mendorong masyarakat untuk menuntut kesadaran 
akan pentingnya arti lingkungan dalam menerbitkan tanggung jawab sosial 
perusahaan yang lebih berkualitas, sehingga permasalahan yang timbul 
akibat aktivitas industri yang berdampak pada lingkungan dapat 
terminialisir (Fitriana, 2013). 
Menurut Clarkson et al. (2008) perusahaan akan melakukan 
pengungkapan apabila telah melakukan kinerja lingkungan yang baik. 
Dorongan kuat dari peraturan dapat memaksa perusahaan untuk melakukan 
pengungkapan lingkungan. Namun demikian, hingga sekarang belum 
adanya aturan resmi dalam penyajian laporan pengungkapan lingkungan. 
Hal ini juga disepakati oleh Jain et al. (2015) yang menyatakan bahwa 
belum ada peraturan yang jelas sebagai kontrol legislatif mengenai 
pelaporan CSR di Negara-negara kawasan Asia Pasifik. Sehingga bentuk 
serta isi laporan yang diungkapkan perusahaan cenderung bervariatif, hal ini 
yang menyebabkan munculnya kekhawatiran akan kualitas pelaporan 
lingkungan.  
Di Indonesia, peraturan tentang lingkungan terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 
menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu, Pasal 66 ayat 2c 





tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Untuk 
melengkapi peraturan - peraturan   yang   sudah   ada  di Indonesia 
pemerintah telah memberikan apresiasi kepada perusahaan yang taat akan 
lingkungannya dalam bentuk  PROPER  (Program   Penilaian   Kinerja  
Lingkungan). Menurut kementrian lingkungan hidup, Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan merupakan salah satu upaya untuk 
mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup 
melalui instrumen informasi.  
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang 
digunakan sebagai alat untuk mengawasi kinerja perusahaan baik 
stakeholder maupun investor. Dengan adanya corporate governance yang 
baik maka akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, 
sehingga tanggung jawab lingkungan hidup perusahaan yang akan 
diungkapkan dapat terpercaya.  
Beberapa penelitian terdahulu yang menghubungkan variabel ukuran 
dewan komisaris dengan kualitas pengungkapan diantaranya, yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh Rupley et al. (2012), Solikhah dan Winarsih 
(2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh 
positif terhadap kualitas pengungkapan, penelitian tersebut bertentangan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliniar dan Wahyuni (2017) dan 
Aziz (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak 





Penelitian dengan mekanisme good corporate governance seperti 
komisaris independen juga di lakukan oleh Aliniar dan Wahyuni (2017), 
Solikhah dan Winarsih (2016), dan Rupley et al. (2012) yang menunjukkan 
bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas 
pengungkapan, namun hasil tersebut bertetangan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Aziz (2014) menunjukkan bahwa komisaris independen 
tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungakapan.  
Penelitian yang dilakukan oleh Solikhah dan Winarsih (2016) dan 
Rupley et al. (2012) menyatakan bahwa multiple directorship berpengaruh 
positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Penelitian yang juga 
dilakukan oleh Rupley et al. (2012) dan Siregar et al. (2013) menyatakan 
bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas 
pengungkapan, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Aliniar dan Wahyuni (2017) dan Aziz (2014) yang 
menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap 
kualitas pengungkapan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak ketidak 
konsistenan hasil, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
menegenai corporate governance terhadap kualitas environmental 
disclosure. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI 
dan menjadi peserta PROPER, pemilihan sampel dilakukan karena 
perusahaan yang menjadi peserta PROPER diharapkan memiliki komitmen 





1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut,  rumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitu: ”Apakah Corporate Governance berpengaruh terhadap kualitas 
environmental disclosure?” 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 
menguji secara empiris pengaruh Corporate Governance berpengaruh 
terhadap kualitas environmental disclosure.  
1.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang 
dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat berupa tambahan wawasan literatur ilmu Akuntansi terkait 
akuntansi pengungkapan lingkungan dan juga dapat menjadi referensi 
mengenai pengungkapan lingkungan bagi penelitian-penelitian 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
perusahaan, khususnya mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan. 
Secara empiris, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 
yang diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi perusahaan-
perusahaan di Indonesia bahwa pentingnya tanggung jawab lingkungan. 
 
